BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan
didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing
instansi. Perencanaan strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun.

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Inpres tersebut
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi
yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.
Tujuan dari pelaporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang
terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta
sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk
meningkatkan kinerjanya.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung
secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab demi
terselenggaranya good governance yang merupakan persyaratan utama dalam
mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat

banyak dan berkeadilan.

1.2. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong
Praja (Satpol PP) Kota Depok Tahun 2018 berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
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11.

12.

13.

14.

15.
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi
Pamong Praja;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/0/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok 2012-2032.
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17. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Perubahan Tahun 2016 - 2021 (tanggal 29 Desember
2017).

18. Peraturan Walikota Depok Nomor 16 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Operasional (Standar Operasional Prosedur) Satuan Polisi Pamong Praja;

19. Peraturan Walikota Depok Nomor 58 tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi
dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Type A.

20. Peraturan Walikota Depok Nomor 110 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 110 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur
pelaksana urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat yang menyelenggarakan urusan ketentraman dan
ketertiban umum yang dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah.

Sehingga Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota
melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Ketentraman
dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 110 Tahun 2016 ini, Satuan Polisi Pamong
Praja menyelenggarakan fungsi, yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat;

2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta

Perlindungan Masyarakat;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

Pelaksanaan Administrasi Satuan Polisi Pamong Praja;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan
fungsinya.

- W

1.4. ISU STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam pelaksanaan kerja dan
kinerja yang dijabarkan kedalam program dan kegiatan tahun 2018, sehingga Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Depok mengintegerasikan permasalahan-permasalahan
dan tantangan serta peluang yang bersifat strategis berdasarkan tugas pokok dan
fungsi secara umum.
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Isu strategis tersebut dikelompokan pada tabel berikut ini :

No Isu Strategis Permasalahan Strategis Kondisi Ideal
1 | Penegakan Perda Masih ditemui pelanggaran | TERWUJUDNYA
Perda antara lain terkait KETERTIBAN UMUM

dengan perizinan seperti
Bangunan tidak ber-IMB
atau Bangunan yg melanggar
ketentuan Perda, kegiatan

Melalui Kerjasama yang
terintegerasi antara
Satpol PP dengan
Dinas/Instansi terkait

usaha tidak dilengkapi
SIUP/HO, Pelanggaran
Reklame/Spanduk.
2 | Gangguan Masih ditemui PKL di TERCIPTANYA
Ketertiban Umum trotoar, di bahu jalan, dan di | KENYAMANAN
Dan Ketenteraman | jalur hijau; Bangunan liar di | MASYARAKAT
Masyarakat lahan Fasos Fasum Melalui Penataan titik-
Pemerintah; Peredaran titik gangguan
Minuman Beralkohol; dan ketertiban umum dan
contoh yang berkaitan ketenteraman dengan
dengan Ketenteraman antara | melibatkan
lain Keberadaan Anjal, Dinas/Instansi terkait,
Gelandang-Pengemis, swasta, dan peran
Pengamen di jalur-jalur masyarakat
Protokol; dan Keberadaan (Koordinasi Penataan
PSK yang menjadi Penyakit | dan Pemberdayaan PKL
Masyarakat, serta Peminta tertuang dalam Perpres
Sumbangan 125 Tahun 2012, serta
Pedoman Penataan dan
Pemberdayaan PKL
tertuang dalam
Permendagri 41 Tahun
2012)
3 | Pelindungan Adanya laporan gangguan MENINGKATNYA
Masyarakat Kamtibmas seperti tawuran | KAPASITAS ANGGOTA
dan daerah rawan sosial; SATLINMAS
Penanganan Bencana Alam Melalui keterlibatan

melalui antisipasi dini yang
belum optimal; Belum
dilakukan Deteksi dini

daerah rawan sosial

pihak Kecamatan dan
kelurahan serta peran
aktif masyarakat
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1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi
Pamong Praja Tahun 2018, sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF
Menguraikan tetang sistem akuntabilitas kinerja dan pencapaian kinerja sasaran.

BAB I. PENDAHULUAN
Membahas dan menjabarkan latar belakang, dasar hukum, tugas pokok dan
fungsi, isu strategis yang berpengaruh, serta sistematika penulisan LKIP Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Depok Tahun 2018.

BABII. PERENCANAAN KINERJA
Membahas dan menjabarkan secara ringkas Perubahan Rencana Strategis Satuan
Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2021, yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran,
indikator kinerja sasaran, kebijakan dan program serta Perjanjian Kinerja Tahun
2018 yang berisi sasaran dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan
program/kegiatan beserta alokasi anggaran yang harus dilaksanakan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
Membahas dan menjabarkan mengenai akuntabilitas kinerja yang meliputi hasil
pengukuran kinerja sasaran dan perbandingan data capaian kinerja serta
akuntabilitas keuangan baik dari sisi belanja maupun pendapatan.

BAB IV. PENUTUP
Menguraikan keberhasilan dan kegagalan kinerja, tantangan dan kendala dalam
pencapaian kinerja serta strategi penyelesaian masalah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN
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